
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NoMOR LIL?I KPrs / KOMTNFO I 2OtS

TENTANG

PBJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan
ayat l2l dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (21 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O1O tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, untuk mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi perlu dibentuk pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara
Enim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten
Muara Enim Tahun 2Ol8;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotaprqja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484611'

Undang-Undalg Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor
L52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

2.

3.

4.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
undalg-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan un{ang-undang Nomor 14 Tahun 2o0g tentan[
Keterbukaan Informasi publik (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1o ,Nomor gg, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5la9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentan!
kearsipan (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2a12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

8. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 3 Tahun 2otr tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olz Nomor
1s7);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2al6 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah fl,embaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ot6 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2orz tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran zots
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim ttomoi tZ;;

11- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2olz tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2OL7 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

i

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara
Enim, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini-

: T\rgas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
di maksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan pasal L2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2o{T adarah
sebagai berikut:

a. mer{rusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. menJrusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

c. 3gnsogr{inasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari ppID p"*u"ritr; '
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d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan ir-rformasi dan dokumentasi kepada
pul:lik;

c. me lakukan verrfikasi bahan informasi dan dokumentasi
kt: 1ri'rilei 1;it iri i1<. :

f. rnelakukan uji konsekuensi atas
yang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
i-r. menygdi2kan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat,

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakn informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;

j melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yalg layak untuk
dipublikasikan;

1. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi
dan dokumentasi dan;

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan
Kepala Daerah.

KETIGA wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan
pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun zOtT
adalah sebagai berikut:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

o 
$HTh#*T:ffil:],ji.i:',ffi,,S,-if"mentasi dari

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;

' fr'f,'*:H} d?:",ji:?ff15ffi, ;Jfft .,f;,*'*"*' 
dan

e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional
untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi
dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : T\rgas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan
Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AL7
adalah sebagai berikut :

" xtrf#s,|:tflsr" melaksanakan tanggung jawab' tugas'

informasi dan dokumentasi



b. nrcn-r'anrp:rikan rirforrlilsi clarr cloi<unrcnLasi iirrpiirl;r i)l,ii)
i.-li:rrn:r <iilakLrkan p;rlilrg srlriikit 0 (cnan'i) 1;r rirll :;r:.i.,;.ili riiati
scsu:ri ke-blituitan:

c. melaks:inakan ke br3zikan Lt'kt'ris inlormasr d:rrr iioi{Ltntcili.,r si
sesu:ri rlcngan tugas pol<ok dan fr.rr+lsin',a;

d. menjarnirl ketersediaa.t-r rlarr aksclcrasi lavanlur i1ft,i'r:l;,rsi cirip
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan
prima;

e. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan Kemnterian Dalam
Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerarr
masing-masing menjadi bahan inlormasi publik dan;

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pplD lJtama
secara berkaia dan sesuai kebutuhan;

g. Khusus untuk PPID Pembantu Sekretariat DPRD
untuk:
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyi6pzi.,

dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
perundang-undangan dan;

2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik.

segara biaya yang timbul akibat dikeluarkannya kepufusan ini
dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2O1B dengan Kode
rekening 1.25. 1.25.O1. 15.O5.

pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan BupaLi
Muara Enim Nomor 386/KP|S/KOMINFO l2A1.Z tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki
sebagaimana semestinya.

Di tetapkan di Muara Enim
pada tanggal rl1. rp'WfuT 2018

ui.
ENIM,

bertr-rgas

informasi
peraturan

KBLIMA

KEBNAM

KETUJUH :

Tembusan Keputusal ini disampaikan kepada ytJ. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Pa_lembarrg
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. lnspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim
s. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

SOHAR



I,Ah,IPIR{N KEPUTUSAN BUPATI IdUARA ENIM
IiOMoR , L/LT IKPT:SIKOMII'{F0 l2ot\
I'.AN()GAL : L.; \,A(W_e(ZOtg

sl,su ii;'rN PIl.li\ilAT PENGtrLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATtrN MUARA BNIM

Nc KEDUDUKAN NAMA/JABATAN

1 Pembina Bupati Muara Enim
Wakil Bupati Muara Enim

2 Pengarah / Tim
Pertimbangan

Staf Ahli Bidang Pembangunan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Kemasyarakatan
Inspektur Kabr.rpaten Muara Enim

3 Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
4 Koordinator Asisten Pemerintahal dan Kesra

Asisten Perekobang dan SDA
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabag Humas dan Protokol Setda
Kepala Bagran Organisasi Setda

1

2

.)

4
5
6
7

5 Ketua PPID Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6 Sekretaris Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika
7 Wakil Sekretaris Kepala Seksi Pengelolaan Opini

Komunika si dan Informatika
Publik Dinas

8 Anggota 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Dinas

Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas

Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian

Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Seksi Media Publik Dinas Komunikasi dan

Informatika
7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas

Komunikasi dan Informatika
8. Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi dan

Informatika
9. Kasubbag Keuangan

Informatika
Dinas Komunikasi dan

1O. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika



Pejabal Pcngelola
Infr:rrnasi dan
Dokurnenlasi
PEMBANTU

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Sekretaris Inspektorat
3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dal

Pengembangan SDM
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah
5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah
6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah
B- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1O. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil
11. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12. Sekretaris Dinas Kesehatan
13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah
14. Sekretaris Dinas Lingkungar Hidup
15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang
16. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Safu Pintu
18. Sekretaris Dinas Pendidikaa dan Kebudayaan
19. Sekretaris Dinas Perdagangan
20. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan

Peternakan
21. Sekretaris Dinas Perkebunan
22. Sekretaris Dinas Sosial
23. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Sekretaris Satuan PoI PP dan Linmas
26. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan
27. Sekretaris Dinas Perikanan
28. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
29. Sekretaris Sekretaris Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman
3O. Sekretaris Dinas Perhubungan
31. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana
32. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Peremprran dan

Perlindungan Anak
33. Kepala Bagran Tata Usaha RSUD. H- M. Rabain

Kabupaten Muara
34. Kepa1a Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
35. Kepala Bagran Kesejahteraan Rakyat Setda
36- Kepala Bagian Hukum Setda
37. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Setda
38. Kepala Bagian Pembangunan Setda
39. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda

a I
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4O. Kepala Bidang Layanan Umum Pengadaan Barang
dan Jasa

41. Kepala Bagran Organisasi
42.Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
43. Kepala Bagran Umum
44. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Muara

Enim
45. Direktur Umum PDAM kmatang Enim Kabupaten

Muara Enim
46. Sekcam Muara Enim'
47. Sekcam Lawang Kidul
48- Sekcam Tanjung Agung
49. Sekcam Semende Darat Ulu
5O. Sekcam Semende Darat Laut
51. Sekcam Semende Darat Tengah
52. Sekcarn Ujan Mas
53. Sekcam Benakat
54. Sekcam Gunung Megang
55. Sekcam Kelekar
56. Sekcam Sungai Rotan
57. Sekcam Muara Belida
58. Sekcam Rambang
59. Sekcam Rambang Dangku
6O. Sekcam Lubai
61. Sekcam Gelumbang
62. Sekcam Lembak
63. Sekcam Betmbing
64. Sekcam Lubai Ulu
65. Sekcam Belida Darat

UARA ENIM,
'4p?

I
I

SAI SOHAR
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